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SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya mutu dukungan 
manajemen pelaksanaan peradilan 
konstitusi yang bersih dan 
tepercaya.

Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap pancasila 
dan konstitusi  

Meningkatnya mutu putusan dan 
penanganan perkara.

Indikator Sasaran Strategis: Indikator Sasaran Strategis: Indikator Sasaran Strategis:

Opini BPK atas Laporan Keuangan
Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta 
Pembelajaran Hak Konstitusional Warga 
Negara

Indeks Kualitas Putusan

Indeks Integritas Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap 
Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi

SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
Terselenggaranya Hubungan 
Kerjasama Internasional yang 
Efektif

Terselenggaranya Perencanaan 
dan Pengelolaan Keuangan yang 
Bermutu dan Tepercaya 

Terselenggaranya Pengawasan 
Internal yang Berkualitas

Terselenggaranya Layanan 
Pengadaan, Pengelolaan, 
Pemeliharaan, dan Perlengkapan 
Barang Milik Negara serta 
Pelayanan Umum Lainnya 

Terwujudnya SDM MK yang 
Kompeten dan Profesional 

Terselenggaranya Pendidikan Hak 
Konstitusional dan Hukum Acara 
MK

Terselenggaranya penanganan 
perkara Konstitusi yang bermutu

Tersedianya Akses Data dan 
Informasi Perkara dan Putusan 
MK bagi Masyarakat

Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program: Indikator Sasaran Program:

Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil 
Kegiatan Internasional Opini BPK atas Laporan Keuangan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan 

dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

Tingkat layanan perkantoran, 
kerumahtanggaan dan perlengkapan serta 
pengamanan 

Nilai Reformasi Birokrasi Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran 
Hak Konstitusional Warga Negara

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Pelayanan Perkara Konstitusi

Tingkat Akses terhadap data Informasi 
Penanganan Perkara secara online

Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase Program Pengembangan 
Kompetensi SDM 

Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan 
Perkara Lainnya yang Diputus

Indeks Layanan Administrasi Umum Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, 
SKLN, Dan Perkara Lainnya 

SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya efektifitas 
kerjasama luar negeri

Terwujudnya Layanan 
Perencanaan dan Evaluasi yang 
berkualitas

Meningkatnya Kualitas Layanan 
Pengelolaan Keuangan yang 
transparan dan akuntabel

 Meningkatnya Implementasi SPIP 
dan Profesionalisme Aparat 
Pengawasan 

Meningkatnya Kualitas Layanan 
Pengadaan, Pengelolaan, 
Pemeliharaan, dan Perlengkapan 
Barang Milik Negara serta 
Pelayanan Umum Lainnya

Meningkatnya Manajemen 
Ketatalaksanaan dan Reformasi 
Birokrasi yang berkualitas

Meningkatnya Pemahaman Hak 
Konstitusional Warga Negara dan 
Pemahaman Masyarakat tentang 
Hukum Acara MK

Meningkatnya Kualitas 
Penanganan Perkara Konstitusi

Terselenggaranya kegiatan 
penyebarluasan informasi perkara 
dan putusan MK

Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan: Indikator Sasaran Kegiatan:

Persentase Tersusunnya Laporan Persiapan  
Kegiatan Internasional yang efektif

Persentase tersusunnya dokumen 
perencanaan strategis, kinerja dan anggaran 
yang tepat waktu

Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah 
Konstitusi Tingkat Maturitas SPIP Presentase Pengadaan Barang dan Jasa 

Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Persentase tersusunnya dokumen penataan 
organisasi dan tata laksana berbasis IT

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran 
Hak Konstitusional Warga Negara

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 
Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

Persentase Diseminasi putusan MK di media 
elektronik

Persentase Terlaksananya Perencanaan dan 
Koordinasi Kegiatan Sektap AACC yang 
efektif

Deviasi Perencanaan dan Realisasi Penarikan 
Dana

Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan 
yang Akuntabel dan Transparan Tingkat Maturitas APIP Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang 

Milik Negara (BMN) sesuai standar MK
Persentase tersusunnya dokumen Reformasi 
Birokrasi

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan 
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan 
Perkara Lainnya yang diputus

Persentase Diseminasi Perkembangan 
Penanganan Perkara di Media Elektronik

Persentase tersusunnya Laporan 
Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu

Persentase Realisasi pembayaran Gaji dan 
Tunjangan

Persentase Penyelesaian Tindaklanjut 
Laporan Hasil
Pemeriksaan

Persentase Digitalisiasi Arsip Perkara Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi 
dan 

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, 
SKLN, Dan Perkara Lainnya

Persentase  Penyebarluasan Informasi 
Perkara dan Putusan MK

Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Tingkat Layanan Pengawasan Intern Persentase Layanan Pemeliharaan Barang 
Milik Negara (BMN)

Persentase jumlah telaah permohonan yang 
diperiksa tepat waktu 

Persentase Laporan Gratifikasi yang 
ditindaklanjuti 

Persentase Layanan Penatausahaan Barang 
Milik Negara (BMN)

Persentase Penyusunan telaah Perkara yang 
tepat waktu 

Tingkat Kepatuhan penyampaian LHKPN 
yang tepat waktu

Tingkat layanan kerumahtanggaan, 
Perlengkapan dan Pengamanan

Persentase penyusunan Berita Acara 
Persidangan elektronik dan/atau non 
elektronik PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya, 
PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil 
Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan 
Walikota yang tepat waktu 

Persentase Tindaklanjut atas Laporan, 
Pengaduan
Masyarakat, WBS, Benturan Kepentingan 
dan Kejadian Pungli

Persentase terpenuhinya sarana prasarana 
pelayanan publik sesuai permintaan

Persentase penyiapan Rancangan Konsep 
Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara 
Lainnya, PHPU Legislatif, PHPU Presiden 
dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati 
dan Walikota yang tepat waktu 

Persentase penyelesaian e-Minutasi Berkas  
Perkara yang tepat waktu
Persentase penyusunan Ikhtisar Putusan 
Perkara yang tepat waktu
Persentase Tersedianya Data Penanganan 
Perkara Konstitusi
Persentase hasil kajian perkara yang tepat 
waktu
Persentase mutu Penelitian Hukum yang 
sesuai dengan standar penelitian
Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti 
pada jurnal nasional dan internasional serta 
forum ilmiah lainnya
Persentase ketersediaan bahan pustaka 
bidang hukum dan konstitusi
Persentase tersusunnya Konsep Pendapat 
Hukum
Persentase Judicial Administration System 
berbasis Elektronik
Persentase General Administration System 
berbasis Elektronik
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem 
Informasi
Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi 
Kepaniteraan
Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian 
Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO KRO
Kerjasama Internasional Perencanaan dan Penganggaran Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keuangan Layanan Perkantoran Layanan Manajemen Kinerja 

Internal 
Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

Layanan Manajemen Kinerja 
Internal

Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

Layanan Manajemen SDM 
Internal 

Fasilitasi dan Pembinaan 
Masyarakat

Fasilitasi dan Pembinaan 
Masyarakat (PN)

Penanganan Perkara Data dan Informasi Publik Data dan Informasi Publik

CASCADING KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022
LEMBAGA

ESELON I

ESELON II

ESELON III

BPK, KPK, DPR RI, KEMENKEU, BAPPENAS, KEMENPANRB, BKN, LKPP, 
KEMENPUPR, AACC, MAHKAMAH KONSTITUSI NEGARA LAINNYA KPU, BAWASLU, PERGURUAN TINGGI, PARTAI POLITIK

KEMENKUMHAM, LIPI, 
BSSN, MEDIA, 
MASYARAKAT 

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Penyelenggaraan Hubungan 
Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan
Keuangan

Penyelenggaraan Pengawasan 
Intern 

Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, 
Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Penanganan Perkara Konstitusi Penyebarluasan Informasi 

Perkara dan Putusan MK
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CASCADING KINERJA ESELON II
Sekretariat Jenderal

Sasaran 
Strategis

(1)

Indikator

(SASARAN PROGRAM 1.5)
Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional

Biro SDM dan Organisasi

(SASARAN 5.1)
Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi 

Birokrasi yang Berkualitas

Indikator: 
1. Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata 

laksana berbasis IT. (70%,75%,80%,85%,90%)
(Dokumen : SOP, Pola Karir, Peta Kompetensi, Standar Kompetensi
Jabatan, Anjab, Kelas Jabatan, Merit Sistem, ABK, Standar Sarana
Prasarana, Evaluasi Kelembagaan)

2. Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi (100%)
(Road Map, Laporan PMPRB, Laporan RB, Laporan Quick Wins)

(SASARAN 5.2)
Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM

Indikator: 
1. Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi

SDM (80%)
2. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian (skor 80)

Indikator: 
1. Nilai Reformasi Birokrasi 

(2020:76, 2021:78, 2022:80, 2023:82, 2024:85)
2. Persentase program diklat yang berkontribusi

terhadap peningkatan kompetensi (80%)
3. Persentase terselenggaranya Program

pengembangan kompetensi SDM (80%)



CASCADING KINERJA ESELON II
Sekretariat Jenderal

Sasaran 
Strategis

(1)

Indikator

Biro SDM dan Organisasi

(SASARAN 5.3)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Biro SDM dan Organisasi

Indikator: 
1. Persentase penyerapan anggaran Biro SDM dan Organisasi (95%)
2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari

temuan material (100%)
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM dan 

Organisasi yang tepat waktu (100%)
4. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Biro SDM dan 

Organisasi yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
5. Tingkat kepatuhan PNS Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap

pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
6. Persentase PNS Biro SDM dan Organisasi yang memiliki kategori nilai

SKP baik (100%)
7. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan biro 

SDM dan Organisasi (100%) 
8. Persentase tindak lanjut reviu/temuan auditor (100%)
9. Tingkat kehadiran pegawai Biro SDM dan Organisasi (100%) 
10.Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan (100%)
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Biro SDM dan Organisasi

(SASARAN 5.1)
Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi 

Birokrasi yang Berkualitas

Indikator: 
1. Persentase tersusunnya dokumen penataan organisasi dan tata 

laksana berbasis IT. (70%,75%,80%,85%,90%)
(Dokumen : SOP, Manajamen Pola Karir, Peta Kompetensi, Standar
Kompetensi Jabatan, Anjab, Kelas Jabatan, Merit Sistem, ABK, 
Standar Sarana Prasarana, Evaluasi Kelembagaan)

2. Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi (100%)
(Road Map, Laporan PMPRB, Laporan RB, Laporan Quick Wins)

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi 
Birokrasi

Indikator:
1. Persentase tersusunnya penataan dokumen organisasi dan tata laksana (100%)
2. Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi (100%)

(SASARAN 5.2)
Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM

Indikator: 
1. Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi

SDM (80%)
2. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian (skor 80)

2. Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM

Indikator: 
1. Persentase tersusunnya laporan pengelolaan administrasi hakim dan pegawai (100%)
2. Persentase Tersusunnya Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengembangan SDM

(100%)
3. Persentase Tersusunnya Laporan kegiatan pengembangan kompetensi SDM (80%)

Bagian Sumber Daya Manusia



Biro SDM dan Organisasi

(SASARAN 5.3)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Biro SDM dan Organisasi

Indikator: 
1. Persentase penyerapan anggaran Biro SDM dan Organisasi (95%)
2. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari

temuan material (100%)
3. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro SDM 

dan Organisasi yang tepat waktu (100%)
4. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Biro SDM dan 

Organisasi (RKT, PK, Renakin) (100%)
5. Tingkat kepatuhan PNS Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap

pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
6. Persentase PNS Biro SDM dan Organisasi yang memiliki kategori

nilai SKP baik (100%)
7. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan biro 

SDM dan Organisasi (100%) 
8. Persentase tindak lanjut reviu/temuan auditor (100%)
9. Tingkat kehadiran pegawai Biro SDM dan Organisasi (100%) 
10.Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan (100%)
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8

Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Fasilitasi Reformasi Birokrasi di Mahkamah Konstitusi

Indikator: 
1. Jumlah Dokumen Road Map (1 Dokumen)
2. Jumlah Laporan Bimbingan Teknis PMPRB (1 Laporan)
3. Jumlah Laporan Evaluasi Pelayanan Publik (1 Laporan)
4. Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (1 Laporan)
5. Jumlah Laporan Quick Wins (1 Laporan)
6. Jumlah Laporan PMPRB (1 Laporan)
7. Jumlah Laporan Ketatausahaan Biro (12 Laporan)

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen 
Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

Indikator:
1. Persentase tersusunnya penataan dokumen

organisasi dan tata laksana (100%)
2. Persentase tersusunnya dokumen Reformasi

Birokrasi (100%)

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan 
Fasilitas Reformasi Birokrasi

Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Meningkatnya Efektivitas Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Indikator: 
1. Jumlah Dokumen dan Laporan Penataan Organisasi (1 Dokumen, 1 Laporan) (Penyempurnaan Peraturan

Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja, Laporan Evaluasi Kelembagaan)
2. Jumlah Dokumen SDM (6 Dokumen) (Dokumen Penetapan Kelas Jabatan,Dokumen Penetapan Analisis Jabatan,

Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan,Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan,Penyusunan
Manajemen Pola Karir)

3. Jumlah Laporan Pembahasan Jabatan di Kepaniteraan (1 Laporan)
4. Jumlah Dokumen dan Laporan Ketatalaksanaan (2 Dokumen, 2 Laporan) (Dokumen penyempurnaan Standar

Operasional Prosedur,Laporan Bimbingan Teknis Penyusunan SOP, Laporan Penyempurnaan Aplikasi
SIMJAB,Dokumen Standar Sarana dan Prasarana)

5. Jumlah Dokumen Sistem Merit (1 Dokumen)



Bagian Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Hakim, Dewan Etik dan PNS

Indikator: 
1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Hakim, Dewan Etik dan PNS (12 Laporan)
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Etik (1 Laporan)
3. Jumlah Laporan Poliklinik (12 Laporan)
4. Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin Pegawai (12 Laporan)

Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator: 
1. Jumlah laporan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (2 Laporan)
2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Magang (3 Laporan)
3. Jumlah konsep laporan Bezzeting dan e-Formasi PNS (1 Laporan)

2. Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM

Indikator: 
1. Persentase tersusunnya laporan pengelolaan administrasi hakim,

dewa etik dan SDM (100%)
2. Persentase Tersusunnya Laporan Perencanaan Kebutuhan dan

Pengembangan SDM (100%)
3. Persentase Tersusunnya Laporan kegiatan pengembangan

kompetensi SDM (80%)

Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai

Meningkatnya Kualitas Pengembangan SDM

Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil

Indikator: 
1. Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Pegawai non PNS (12 Laporan)
2. Jumlah Laporan Pengelolaan pembinaan dan pengembangan pegawai non PNS (12 Laporan)

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non PNS



DISKUSI

MASUKAN DAN SARAN
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